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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Momar: 421.3 - Disdik2013
TENTANG

LIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMF) BHAKTI PRATAMA

ATAS NAMA YAYASAN KARYA BHAKTI

JALAN KAMPUNG RAWABOGO RT. 003/02 DESA WENINGGALIH KECAMATAN JONGGOL

Menimbang

Mangingat

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemeralaan pendidikan dasar
kepada masyarakat. serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar,
perle memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bhakli Pratama
yang berokasi di Jalan Kp. Rawabogo RT. 003/02 Desa Weninggalih Kecamalan

Jonggol Kab. Bogor

bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pedu
menstapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupalen Bogor tentang fjin
Pendirian Sekolah Menengah Perlama (SMP) Bhakli Pratama atas nama Yayasan
Karya Bhahkli yang berlokasi di Jalan Kp. Rawabogo RT. 00302 Desa Weninggalih
Kecamatan Jonggol Kab. Bogor

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1850 fenlang Pemerintahan Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 8 );

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang Sistem Pendidikan Masional
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 3390 );

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tenlang Pemerintshan Daerah
{ Lembaran M=gara Republk Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, lerakhir  dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Momer 32 Tahun 2004 (Lembaran Megara
Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran egara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintsh Nomor 29 lahun 1990 fentang Pendidikan Menengah

| ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Momor 3413 ); sebagaimana telah disbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 1ahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
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;?E;; 1688 Nomor 91, Tambahan Lembaran Nogara Ropublk  Indonesla  Nomor
Poraluran Pomerintah Nomor 19 tahun 2005 lentang Standar Naslonal Pendidikan
{ Lombaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

Poraturan  Pemorinlah  Momor 38 fahun 2007 tlentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerntah, Pemerinlahan Daerah Provinsl dan Pemerintahan
Kabupalen/ Kela (Lembaran Megara Ropublik  Indonesla Tehun 2007 MNomor 82,
Tambahan Lombaran Negara Republi Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan  Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tenlang Walib Bolajar ( Lembaran
Negara Republk Indonesta Tahun 2008 Momor 90, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesla Momor 4863 )

Peraturan Pemorintah Nomor 17 Tahun 2010 lentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 23)

Keputusan Menteri Pendidikan Naslonal Nomor; 0600072002 Tanggal 26 April 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Momor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan
kedudukan Organisal Perangkal Dacrah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 ),
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Momor 11 Tahun 2008, tenlang Pembentukan
Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor  ( Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomar 11);

Peraturan Bupali Kabupalen Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah
uniuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
Keputusan Bupali Bogor Momor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman lzin Pendirian
Sekolah.

Feputusan Bupati Bogor Momear : 061/188/KplsHUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada
Kepala Dinas Pendidikan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Waijib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Butla Aksara;

Sural Rekomendasi dari Camat Jonggol Nomor : 421.9M10-Kesra, tanggal 12 Agustus
2013

Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Momor : BO0/166-Dikdas
tanggal 21 Agustus 2013, tentang Jadual Studi Kelayakan SMP Bhakii Pratama

4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai ljin Pendirian SMP Bhakii Pratama
MEMUTUSKAN

Memberi fjin kepada

Mama Yayasan : YAYASAN KARYA BHAKTI

Alamat

JIl. Kampung Rawabogo RT. 003102 Desa Weninggalih
Kecamatan Jonggol, Kab. Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama - SMP BHAKTI PRATAMA

Alamat

Jl. Kampung Rewsbogo RT. 003/02 Desa Weninggalih
Kecamatan Jonggol, Kab. Bogor

Mulai Tahun Ajaran 20132014
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Pemberian iin seb

semua ke agaimana dimaksud dalam dikium KESATL, berlaku sepanjang mematuhi

tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar

ulang (her regisirasi) setiap awal tahun petajaran kepada Dinas Pendidikan.

WEMEA Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain,
atau peserta didik yang mengakibatian terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko
yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang fjin dan kepulusan ind
dapat di batalkan.

WEEMPAT . Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat
merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini
batal atau batal dami hukum,

KELIMA . Tidak dibenarkan mengalihkan jjin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun
sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM . Wajib melenghapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan yang bertaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
PRIk sl i i
AL
“===——QPérbina Tk.1
NIP 1963 0316 1986 03 1 016
Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud R
2. Yth. Gubemur Jawa Barat;
3, Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupalen Bogor,
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor,
6. Yth. Camat Jonggol
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